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PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PENGUSAHA RUMAH MAKAN
TERHADAP KESADARAN HUKUM
MENYETORKAN PAJAK PEMBANGUNAN I

Oleh : DwiPoernomo

A. Pendahaluan

Pengusaha ramah makan sebagar mahluk sostal memerlukan perangkat paiokan
atau pedoman peribal tingkah laku untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangen karena
perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menghasilkan kehidupan bersama yang
tertib dan tentram. Pedoman atau patokan itulah vang disebut dengan norma atau kaidal
sosial, yaitu patokan atas pedoman tingkah laku yang diharaplin Setiap kaidah selala
betupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang tata cara berperilaln di dalam
masyarakat, menegaskan secara nyata-nyata model kelakukan mana yang seharusnya
dijaun atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana orang tidak Hagt dijjinkan
berbuat, |

Pajak Pembangunan I dikenakan kepada seluruh subyek pajak yang makan dan
minum di rumah makan, Pengusaha rumah makawpengelola rumah makan mempunya
tingkat pendidikan vang bervarias.i vaitu tingkat pendidikan rendab, tingkat pendidikan
sedang, dan tingkat pendidikan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting
kiranya untuk mengadakan penelitian mengenai ada atau tidéﬁt' pimgamh tingkat
pendidikan pengusaha rumah makan dalam menyetorkan Pajak Pembangunan. I:di Kodya
Dati II Semarang Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk makalah untuk
didiskusikan.

B. Permasalahan

Berdasrkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai
berikat :



“ Apakah Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Di Kodya Dati II

Semarang mempengaruhi kesadaran hukum dalam menyetor Pajak Pembangunan
I

. Teori-Teori

Menuwrut Rocchmat Soemitro, Pajak adalah jwran fakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik ( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditnjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa dapat dipaksakan artinya bila
hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan mewnggunakan kekerasan
seperti Surat Paksa dan Sita dan juga Penyederhanaan terhadap pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan Retribusi (
Brotodihardjo, 1986 : 5.6)

Untuk lebih rincinya dikemukakan mengenai pengertian-pengertian yang yang

berkaitan dengan Pajak Daerah umumnya dan Pajak Pembangunan I khususnya, yaitu ::

1. Pajuk Pembangunan I adalsh Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari
gemua pembayaran-pembayaran di rumah makan dan di rumah-rumah penginapan

2. Rumah makan acdaalzh perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan
dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya

3. Obyek Pajak Pembangunan I adalsh yang menjadi Obyek Pajak Pembangunan 7T
adalah setiap pembayaran semua pembelian makanan atau minuman di Rumah
Makan ' |

4. Subyek Pajak Pembangunan I adalah yang menjadi subyek Pajak Pembanguran I
adalah setiap orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada Pengusaha
Rumah Makan, |

Adapun kewajiban — kewajiban yang harus dipenuln para Pemilik Rumah Makan
adalah sebagai berikut
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Menmngut Pajak Pembangunan I sebesar 10 % ( sepuluh pe: sen )
3. Memenuhi tata cara pemungutan

- 4. Wayib menggunakan Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran yang disediakan
Walikotamadia Kepala Daerah

th

Menyimpan dengan baik duplikat Surat Pesanan atau Tanda Bukti Pembayaran

ternebut |

6. Wajib memperlihatkan Surat Pesanan atau Ténda Bukti Pembayaran Pembukuan sortn
catatan-catatan lain yang diselengg'ﬁféikéh"‘kepadé Pejabat / Petugas Fajak yang
sedang mengadakan pemenksaan R |

7. Wajib wembayar pajak vang ter'utang kepada Kas Daerah selambat-]ambatn;a

tanggal 10 bulan berikutays.

Tingkat sosial adalah status samal ymtu kedudukan di dalam masyarakat atan
kelompoknya, scring pula discbut pnsns: sosral Txap manusxa yang hldllp dalam
masvarakat nast memnimyai stahm qppprh hncrm rpndahnva tingkat pendichkan yung
dimilikinva.

Dagar uvkuran untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial dalax
masyarakat adalah adanya sesnatu yang dihargai oleh masyarakat. Siapa yang memil:ki
scguaty yang berharga tersebut dalam jumiah banyak akan mendapat penghacgaan yapyg
tinggi dari masyarakat. Salah satunya sdalah pendidikan.

Hasil proses belajar ( pengalaman ) yang melatarbelakangi karateristik individu
{ pribadi ) {ebih lanjut menimbulkan sikap individu terhadap rangsangan lingkungan ini
menjadi dasar { titik tolak )} dalam menentukan alternatif tindakan den pemeliharaan
tindakan. Apabila sikap individu dimanifistasikan ke dalam tindaakaa ( action ) yang
daapet diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin perilakunya [ Dorald Black, 158!
1)

Tujuan pendidikan dimaksudkan untuk mencapai kebahagian hidup, mengatasi
kebutuhan rohani juga untuk mencapai tujuan obyektif segala realitas dani kehidupan
nyata. Salah saiu fungsi hukum adalah scbagai mckanieme pengendalian sosial im berupa

suatu proses vang telah direncanakan lebih duln dan bertuiuan untuk menganiurkan.



mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat égm’ supaya mematuhi
norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Hukum diartikan
sebagai kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-
aturan sosial. Analis ini herpijak‘rpnda kemampuan huknm untuk mengontro! periiaku
manusia dan menciptakan suatu keseguaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. ( .4dan
Podgoreski dan Christoper J. Whelan, 1987 : 254 )

Hukum bekerja bila fingsi hukum sebagai kontro! sosial yang berlaku lebih kuat
dari kontrol sosial lainnya dilnar hukum. Hukum lebih berfingsi di rﬁasym‘akat. Semakin
lemah kontrol sosial lainnya, maka semakin kuat kontrol sosiai yang dilakukan oleh
hukum ( Dorald Black. 1976 : 52)

Struktur sosial suatu masyarakat dapat digambarkan denagn beberapa dimensi
Dimensi yang pertama adglah status atau kedudukan yang didasarkan pada kekuagaan,
kekayaan materiil, usia kehormatan, pendidikan atau tradisi ( O. Brien, et. A 1986 : 52)

Penegaakan hukum adaiah svatu proses untuk mewujutkan keinginan-keinginan
hukum memadi kenyataan , yang disebut sebagai kemginan hukum di sini adalah
pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam perafuran-
peraturan hukum itu ( Satjipta Rahario, tanpa tehun @ 1)

Penegakan hukum yang bersifat preventif berati bahwa pengawssan aktif
-dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan fanpa kejadian langsung yang menyangkut
peristiwa kongkrit yang menimbulican dugaan balwa peraturan hukum telah difangeur.
Pensgakan hukum bersifut represif’ dilakukan dalam hal ada perbuatan yaug elmagar
perasuran ( ST Sngeod Hgeeligt Tes

Uooactaran hakin merapakan suatu proses dan sikap yang berpangkal pada
pengetahuan dan pengertian tentang hukum. Atas dasar nilai-nilai yaang dihayati
seseoraang, kemudian timbul sikap terhadap hukum vang bermuara pada tingkah laku
sesuai dengan makna dan fungsi hukum.

Kesadaran hukum merupakan kongep abstrak dalam diri manusia sehgga sulit

untuk diberi perumusan, Salah satu perumusan yang dapat dijadikan pegangan :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan



a2 (3]
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Pengetahuan tentang igi perahuwran-peraturan hukum

. Sikap terhadap terhadap peraturan hukum

. Pola-pola penkelukuan ( Socrione Sockanto, {002 0150

Setiap indikator menunjukan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang

terendah sampai pada tingkat kesadaran hukum yang tertinggi. Dengan adanva indikuter-

indikator tersebut dapat diketahui apa sesungguhnya yang merupakan kesadaran hakum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengsruh tingkat

pendidikan Pengnsaha Rumah Makan di Kodya Dati T Semarang terhadap kesadaran

hukvm dalam menyetorkan Pajak Pembangunan I kepada Pemenintah Daerah Dati II

Semarang,

D. Manfaat Penelitian ini adalah :

L.

Diharapkan dengan hasil peenelitian ini dapal membants memberikan bahan den
gambaran dalam kenyataan mengenai seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan
Pengusaha Rumah Makan terhadap kesudaran | hukum dalam menyetor Payak
Pembangunan I di Kodya Dati I Semarang, yang dapat memberikan manfaat delam
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara
khususnya.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh data yang terbaru dari para
Pengusaha Rumah Makan di Kodya Dati II Semarang, yang dapat dipakai sebagai
masukan bagi Pemerinta.h.'Pusat, Peemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta
Peemerintah Daerat Tingkat II Kotamadya Semarang. Data mengenai pengaruh
tingkat pendidikan Pengnsaha Rumah Makan terhaclap kesadaran hukum dalam
menyetor Pajak Pembangunan I, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan masalah-masalah yang berhubungan
dengan Pajak Daerah.
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E. Metode Penelitian.
Pendekatan masalah dalem penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
Yuridis Sosiologis ( Socio Legal Research ), yaitu hulkum tidak hanva dipandang
sebagai norma, tetapi lebih ditekankan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Hakum
lebth banyak diteliti secara empiriz. Variabel Pengaruh yaitu Tingkat Pendicdikan
pengusaha Rumab makan di Kodya Dati I semarang Variabel terpengaruh vaitu
Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembaagunan L
Definisi Operasi Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan dibedakan
menjadi beberapa tingkat yaitu :
¥ Rendah : dari tidak tamat sekolah dagar sampai tamat dasar, tidak tamai SMP,
tamat SMP. h
W Sedang : dari tidak tamat SMA sampai dengan taraat SMA.
® Tinggi : dart adak tamat Akademi / Unmiversitas sampai dengan tamat
Akademi/P ergﬁman Tinggi.
Kesadaran Hukuen : aéalah kesadaran atau nilai-nilal yang terdapat dalam diri
pengusaha Rumah Makan tentang hukum tertentn, di rana indikatornya meliputi :
1. Pengetahuan hukum (law awreness) . artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku
tertentu diatur ~leh hukum tertentu (gkor = 1).

[

Pemahaman hukum (a@laewacquaitance) : artinya seseorang mempunyai pengetahuan

dan pemshaman mengenai aturan-aturan hubum fertentu (skor = 2.

3. Sikap hukum (Jegal attitude) : artinya seseorang mempunyal Kemampuin
mengadakan penilaian terhadap aturan-aturan hukum tertentu (skor = 3).

4, Perilaku hukum (legal behavior) . artinya seseorang berperilalu sesvai fwilin

tertenitu yang berlaku (skor = 4).

Tingkat kesadaran hukum adalah

a. Rendah . apabila indikator kesadaran hukumnya memtilki sker 1 sampai
dengan 3.

b. Sedang . apabila indikator kesadaran hukumnya memilki skor 4 sampai
dengan 6.



¢. Tinggi : apabila indikator kesadaran hukumnya memilki skor 7 sampai
dengan 10.

Populasi dalam peneliian ini adalah sluruh Pengusaha Rumah Makan Di
Kodya Dati I Semarang, yang meliputi 16 Kecamatan. Mengingat terbatasnya waktu
dan dana maka yang dipakai sebagai sampel adalah Pengusaha di 5 Kecamatan saja,
dengan cara multisiage Random Sampling. Kemudian untuk pengambilan sampel
Random Sampling berdasar strata pendidikan.

Sumber daia, data primer diperoleh langsung deri para Pengussha Rumah
Makan yang dijadikan Responden di 5 Kecamatan yang dijadikan sampel. Data
gekunder diperoleh melalui studi pustaka, berkaitan dengan masalab yang diteliti
meliputi, bukn, hasil-hasii penelitian, makalah dan peraturan perundang-undangan yang
ada kaitannya dengan magalah Pajak Daerah,

Teknik Pengﬁmpu'.lan data, data primer diperoleh langsung dari responden
yailu para Pengusaha Rumah Makan dengan melalui wawancara dengan disertai daftar
pertanyaan. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara
kualitatif dan kuantitatif dengan menggonakan tabel yang sederhana dan juga
perhitungan sederhana, bila diperlukan. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidiom
terhadap kesadaran hukum dalam menyetorkan Pajak Pembangunar, T ¢i gunakan ner-

hitungan sederhana berdasarkan skor yaug telah ditentukan.

. Hasil dan Pembahasan.

1. Pendapat Pengusaha Rumah Makan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Pembangunan I oleh Petugas.

Mengenai pendapat pemibik Rumah Makun tentang pelaksanaan permungitun

Pajak Pembangunan I oleh Petugas, sebagai berikut : pendapat masyarakat dalam hal ini

Pengusaha Rumah Makan terhadap Petugas adalah baik, karena menurul mereka,

pelaksansan pemungutan Pajak Pembangnan I oleh Petugas sesuai dengan yang diatur di



dalam Peraturan Daerah dan dapat dikatakan bahwa para Petugas telah menjalankan

perannya dengan bailc.

2. Bentuk Bukti Pembayaran dari Pengusaha Rumah Makan kepada Konsumen yang
tel4h makan dan atau minnm.

Konsumen yang makan dan minum di Rumah Makan. Merreka diberi bukti
pembayaran dimana didalanmya. tertera‘ juga bukti pembayaran Pajak Pemnbangoran I
atas makanan dan minumar yang dibelinya.

Bahwa sebagian besar Responden yaitu 52 Responden (86,7%) dulun
melakukan bukti peinbayaran atas makanan dan minuman kepada konsumen yang beli
makanan dan minuwman di rumah makanva adalah dengan menggunakan Surat Pesanan
atan Tauda Bukti Pembayacan yang disediakan oleh Walikotamadya KDH. Sedangkan 8
Responden (13,3%) dalam memberikan bukti pembayaran menggunakan Surat Pesanan

atai Tanda Bukti Pembayaran vang dibuat olelh Rumah Makan itu sendiri.

3. Pemasangan Tanda Pemnngutan Pajak Pembangunan L

Supaya masyarakat mengetahui akan adanya Peraturan Daerah yang mengqtur
mengenal pemungutan pajak bagi orang vang membeli makanan dan minuman di Rumah
Makan, maka Walikotamadia KDH member: Tanda untuk dipasang di Rumah Mzkan

yang dapat dilihat den dibaca oleh tamu-tamu yang membeli disitu.

4. Pengaruh Tingkat Pendidikap Peagusaba Rumah Makan Terliadap Kesadarani
Hukum Menyetor Pajak Pembaugunan 1.
Data yang diperoleh di lapangan kermdian diberi skor baik untik jawaban

dan juga untuk tingkat kesadaran hukwnnya sehngga diperolel: data sebagat berikut



Tabel 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Hukum Dalam Meuyetor Fajak

Pembangunan T
r___'l_gl&lf\_qL Pendidikan Kesadaran Hukum Total
Rendah Sedang Tinggi
Rendah 12 6 2 20
Sedang 5 7 8 29
Tinggi 9 6 13 20
Total 18 19 23 60

Darti tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Pengusal;a

Rumazh Makan (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula tingka
- kesadaran hukumnya dalam menyetor Pajak Pembangunan I kepada Pemeriatah Duerah

Tingkat II Kodya Semarang, _

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikannya rendah yang tinegi
tingkat kesadaran hukumnya untuk menyetor Pajak Fembangunan 1. Sebanyak 5 (8,33%)
responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran
hukumnya tinggi untuk menyetor Pajak Pembengunan 1. Sedangkan yang tingkat
pendidikan tinggi sebanyal 13 (21,66 %) responden yang memiliki tingkat kesadaran
hukum tinggi untuk menyeor Pajak Pembangunan I.
5. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dergan Ketetapan Waktu

Menyetor Pajak Perabangunan L.

Tabel 2. Pengaruh Tingkat Pendndikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Ketetapan

Waktu Menyetor Pajak Pzmbangunan

Tingkat Pendidikan Kegadaran Hukum Total
tendah Sedapg Tinggi
Rendah o 15 3 2 20
Sedang 7 7 6 20
Tinggi 3 6 11 20
Total 25 16 19 60 ]




Dari tabel tersebut di atas bahwa semckin tinggi tingkat pendidikan
Pengusaha Rumah Maken (responden) adanya kecenderungan semakin tinggi pula
tingkat kesadaran hukumnya dalam ketetapan waktu menyetor Pajak Pembangunan I
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kodya Semarang,

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikan rendsh yang tinggi
kesadaran hukumnya untuk tepat wakto menyetor Pajak Pembangunan I Sebanyak 6
(10%) responden yang tingkat pendidikannya sedang yang mempunyal tingkat
kesadaran hukumnya tinggi untuk tepat waktu menyetor Pajak Pembangman 1 Sedang
yang tingkat pendidikan tinggi sebanyak 11 (18,33 %) responden vang memiliki tingkat
kesadaran hukum tinggi untuk fepat waktu menyetor Pajak Pembangunan L

6. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusalia Rumah Makan Dengan Kesadaran Hulaua
Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I Dari Konsumen.
Tabel 3. Pengaruh tingkat Pendidillcan Pengusaha Rumah makan Dengan Kesadaran
Hukum Menyimpan Bukti Pembayaran Pajak Pembangunan I Dari Konsuinen,

Tingkat Pendicikan Kesadaran Hukum Total
Rendah Sedang Tingei :
Rendah 14 4 2 20
Sedang | 6 6 8 20
Tinggi 2 4 14 20
Total 22 14 24 60

Dari tabel tersebut di atas bakwa semakin tinggi tingkat kerenderungan
Pengusaha Rumah Makan (responden) adhnya kecenderungan semakin tinggr pula
tingkat kegadaran hukumnya dalem Menyimpan Bukti Pembayaran dari konsumen vang
telah makan dan atan minum di rumah makanny..

Hanya 2 (3,33%) responden yang tingkat pendidikanuya rendah vang tinggi
tingkat kesadaran hukumnya untuk menyimpan bukti pembayaran dart kensumen yang
telah makan dan atan minum di rummab makannya. Sebanyak 8 (13,33%) responden yang

tingkat pendidikannya sedang yang mempunyai tingkat kesadaran hukumnya tinggi untuk
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menyimpan bukti pembayaran. Sedang yang tingkat pendidikan tinggi sebanyak 14
{23,33%) responden yang memiliki tingkat kesadaran hulum tinggi untuk menyvimpen

bukti pembayaran dari konsumen yang telah makan dan atau minum di rumoh makannya.

7. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengan Kesadaran Hukum
Memasang Tanda Pernungutan Pajak Pembangunan 1.
Tabel 4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan Dengun Kesadaran
Hukum memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan.

| Tiogkat pendidikan J.esadaran Hulam Total |
r_m_‘_R'__rg.g5;}_"&{‘1 Sedang Tinggi
Rendah 13 4 3 20
Sedang 4 6 10 20
Tinggi 1 4 15 20
Total 18 14 28 60 ,1

Dari tabel tersebut di atas bahwa semakin tinggt tingket pendidikan
Pengusaha Rumal makan (responden) adanya kecenderungan semsakin tingg: nula
tingkat kesadaran hukumnyz dalam Memasang Tanda Pemungutan Pajak Pembangunan I
¢i rumah makannya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha rumah makan seniakin banyak
pula yang memasang tanada pemungutan Pajak Perabangunan I rumah makanuya.

Sebanyak 3 (5%) responden yang tingkat pendidikonnya rendah yang tinggt
tingkat kesadaran hukumnya untuk memasang tanda pemungutan Pajak Pembangunan T di
rumah makannya. Sebanyak 10 (16,66%) responden yang tingkat pendidikanuya sedang
yang mempunyai tingkat kesadaran hulaun tinggi untuk memasang tanda pemungutan
Pajak Pembangunan I di rumah makannya Sebanyak 14 (23,33%) responder yang
memiliki tingkat pendidikan tinggi yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi untuk

memasang tanda perungutan Pajak Pembangiman I di romah makannya.
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Tanda pemungutan berupa tulisan yang seragam, dibuat dan diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kodya Dati II Semarang, Semua runah makan akan mendapatkan

gambar dan tulisan serta bentuk tanda pemungutan Pajak Pembangunan I yang sama dan

geragam.

8. Penggolongan Rumah Makan.

Penggolongan/kiasifikast rumah makan di bagi atas rumah makan klas A,

rumah makan klas B, rumah makan klas C, rumah makan kias D.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan.

1.

2.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat simpulkan bahwa ;
Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah makan juga dipengaruhi oleh adanayi
tingkat pendidikanny:.

Dart perhitungan sederhana di dapat hasil bahwa semakin tinggi tingket
pendidikan Pengusaha Rumash maken (vesponden) adanya kecenderungan
semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam menyetor Puyjak
Pembangunan I kepada Pemerintah Daersh Tingkat I Kodya Semarang, semakin
tinggi pula tingkat kesadaran hukumnya dalam keletapan waktu menyetor Pajak
Pembangunan I kepada Pemerintah daerah Tingkat I Kodya Semarang, semakin
tinggi pula tingka! kesadaran hukumnya dalam Menyimpan Bukti Pembayaran
dari konsumnn yang telah makan dan minum di rumah makannya, semakin tingsi
pula tingkaf kesadaran hukumnya dalam Memasang Tanda Pemungutan Pajok
Pembangunan [ di rumah makannya. Semakin tinggi tingkar pendidikan
pengusaha rumah makan semakin banyak pula yang memasang tanda pennngutan

Pajak Pembangunan I di rumah makannya.
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2. Saran.

Dari kesimpulan diatas pemulis dapat sarankan sebagai berikui :
Petugas penarikan pajak lebih banyak turun ke lapangan atau ke obyek pajak dapat
menilai dan mengawasi kenyataan yang ada, Sehingga dalam menetapkan besarnya

pajak akan sesuai dengan besarnya obyek pajak yang harus disetorkar.
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